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PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 44
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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

bahwa dengan adanya Perubahan Kelas Jabatan maka
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 14);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri  Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal ]

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44
Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2019 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 17),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

Kelas Jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kelas Jabatan PNS yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan
dan/atau penambahan jika:

a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan
nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;

b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada
jabatan; dan/atau

c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi
faktor jabatan.

(2) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh
Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang
memuat:

a. nama jabatan;
peran jabatan;

b.
¢. uraian tugas dan tanggung jawab;
d.

hasil kerja jabatan;




e. tingkat faktor; dan
f. persyaratan jabatan tertentu.

(4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Apabila terjadi perubahan nomenklatur jabatan, maka
jabatan dengan nomenklatur yang baru disesuaikan
dengan kelas dan nilai jabatan yang mempunyai tugas dan
fungsi yang sama berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal & JANUARI 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 5 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 2

NIP. 19820706 201001 1 009




